ABSTRAK

Dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran adat baik yang bersifat pidana
maupun perdata, masyarakat suku Dayak Bakati’ di Kecamatan Monterado Kabupaten
Bengkayang menyelesaikannya melalui peradilan adat. Begitu pula dalam menyelesaikan
kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi antara HLM
dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten
Bengkayang. Kasus tindak pidana KDRT yang terjadi antara HLM dan POL di Dusun Giri
Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang diselesaikan dengan
hukum pidana adat yang berlaku pada masyarakat suku Dayak Bakati’ yaitu Adat Madok
(adat memukul orang). Adat Madok terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yakni: adat madok
ringan, adat madok sedang, dan adat madok berat.

Namun penyelesaian perkara tindak pidana KDRT melalui peradilan adat antara HLM
dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten
Bengkayang ternyata diajukan juga ke Pengadilan Negeri Bengkayang. Bahkan, telah
diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bengkayang melalui Putusan Nomor
13/Pid.Sus/2013/PN.Bky dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HLM dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Putusan Nomor
13/Pid.Sus/2013/PN.BKy dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT pada
Masyarakat Adat Dayak Bakati di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang
telah diputus oleh Peradilan Adat Madok menimbulkan dualisme hukum karena menurut
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15
Mei 1991 : “Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup
(hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum
adat, yaitu “delict adat”. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi
adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terhukum.
Terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi “reaksi adat” oleh Kepala Adat tersebut, maka
ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan
Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar
hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-
Undang Nomor 1 Drt 1951). Dalam keadaan yang demikian, maka pelimpahan berkas
perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri, harus dinyatakan “tidak dapat
diterima” (Niet Ontvakelijk Verklaard).

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan pidana penjara
terhadap Terdakwa tanpa mempertimbangkan sanksi pidana adat yang telah dijatuhkan
terhadap Terdakwa oleh Peradilan Adat dikarenakan (a) Terdakwa HLM Bin JSM sudah
berulang kali melakukan tindak pidana KDRT terhadap istrinya POL Als. MS Binti FG,
walaupun telah dijatuhkan sanksi pidana adat, (b) sanksi pidana adat yang dijatuhkan
terhadap Terdakwa HLM Bin JSM tidak memberikan efek jera, sehingga Terdakwa HLM
Bin JSM mengulangi lagi tindak pidana KDRT terhadap istrinya POL Als. MS Binti FG,
dan (3) penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa HLM Bin JSM untuk memenuhi
rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat dan memberikan efek jera bagi Terdakwa
HLM Bin JSM.
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